
BUP~~TI K~UR 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR : IYS- TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANG PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAUR 

KABUPATEN KAUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa dengan adanva penvesuaian Besaran dan 

Distribusi Jasa pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kaur; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V huruf D Angka 2 

point b Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, Besaran Jasa 

Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Ruj ukan 

Tingkat Lanjut (FKRTL) milik Pemerintah dalam kisaran 

30 - 50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) 

dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut; 

a. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Perubahan Peraturan Bupati Kaur Nomor 11 Tahun 2022 

tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kaur Kabupaten Kaur; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun i 996 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 
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3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 
Tarnua11ar1 Le1nbaran Nega1a Reµublik 111.<lone:sia Nomo1 

4266); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. 

6. 

U ndang-U ndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-U ndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
U11da11g Nornor G Tahu11 2023 teutaug Pe11etapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 



10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/ 
PER/V /2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Jaminan Kesehatan Masyarakat; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 

'1' K __ 1 _ • 

1v1e11Le11 

Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif 
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 442); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 



MENETAPKAN 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290); 

19. Peraturan Bupati Kaur Nomor 86 Tahun 2019 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2019 Nomor 771); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 11 TAHUN 
2022 TENTANG PEDOMAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH KAUR KABUPATEN KAUR. 

BAB I 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kaur Kabupaten Kaur (Berita 
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor: 1015) diubah sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

(1) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang bersumber dari Seluruh Pendapatan 
Pelayanan Rumah Sakit ditentukan sebesar 50% (lima puluh empat persen) dari 
Total Pendapatan Pelayanan Kesehatan. 

(2) Besaran Operasional/Obat/BHP dan/atau Kebutuhan Fasilitas Lainnya yang 
bersumber dari Seluruh Pendapatan Pelayanan Rumah Sakit ditentukan 
sebesar 50% (Zima puluh persen) dari Total Pendapatan Pelayanan Kesehatan. 

(3) Besaran Jasa Pelayanan dan Besaran Operasional/Obat/BHP dan/atau 
Kebutuhan Fasilitas Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah 
Sakit Umum Daerah Kaur. 

SEKmARIAT PEMERIHTAH KABUPATEN KAUR 
BAGIAN ttUltUM 



BAB II 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

JABATAN 

Sekretaris Daerah 

Asisten 

Kepala Bagian Hukum 

Diundangkan di Bintuhan 

padatanggal 1/ Derem~ 2023 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAUR, 

Ditetapkan di Bintuhan 

pada tanggal 1/ J)e:sembr1 2023 

BUPATI KAUR, 
\, 

LISMIDIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : /'301 


